fertisarn widee am]

s
N ;IL,?
X ?

PEMERINTAII KOTA MAGEILANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a bahwa dengan telah diterbitkannya  Tindang-undang
Nomor I8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerali Dan Retn-
busi Daerah . maka dalam mneka meningkatkan kclancaran
pelahsanaan  retnibust azin ganggoan & wilavah  Kota
Magelang dipandang perlu diteiapkan  pengaturan icntang
Retnbusi [2in Gangeuan |

b. bahwa unluk meluksanahan maksud tersebut diatas perlu

menvusun  dan menctapkan Peraturan Daerah Kota
Magelany (entang Retnbusi lzan Gangguan

Mengingat : 1. Undaneg-undang Ganeguan ‘lahun 1926 Nomor 226 vang

telah dirubeh dun disempumakan terakhir dengan stb Tahun
1940 Nomor 450 ¢

. Undung - Undung Nomor 17 Tuhun 1950 lentang  Pem-
bentukan Dacrah - daeral Kota Kecail dalam Lingkungan
Propinst Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barut

]

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Hukum
Acara Pidana { Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76 . Tambahun Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 3209) . )

4. Undung-undung  Nomor 18 Tahun 1997 (entang  Pajuk
Daerah  dan Ketnibust Dacrah « Lembaran Newara Re-
pubhk indonesia lahun 1997 Numor 41 . lambahan
|_emburan Negara Repubhik Indonesia Nomor 3683 .

S. Undang-undang .....

- | J

Scanned by TapScanner



- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 lentang  Pengelo-

laan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 ) -

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Veinennta-
han  Dacrahi ( Lembaun  Negaiu Repubhk [ndonesia
Tahun 1999 Nomor 60, Tumbahan 1.embaran Negara Repu
blik Indonesia Nomor 3839 ) ;

8. Undang-undang Nomor 25  Tahun 1999 lentang
Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan
Pemerintai Daeral ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
72. Tambahan !.embaran Nepara Nomor 3848) -

8. Peraturan  Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang
Penvelenggaraan Otonomi Dacrah dengan Titik Berat pada
Daerah Tingkat Il ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Womor 77 . Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3487 3

9. Peraturan Pemerintah  Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retnbusi Dacrah ( I.embaran Negara Republik  Indonesia
lTahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 3692 -

10.Kepulusun Menten Dalam Negen Nomor 174 Tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retnibusi
Daerah

| I.Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 175 Tahun 1997
tentang  Tata Cara Pemenksaan  dibidang  Retribusi
Daerah :

12 Keputusan Mentert Dalam Negert Nomor 119 Tahun 1998
tcntang Ruang Lingkup Dan Jenis-Jenis Retribusi Dacrah
Tingkat I Dan Daerah Tingkat II -

I3.Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 43 ‘lahun 1999
lentang Sislern dan Prosedur Adonmnstras Pajak  Dacruh,
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan ain-lain -

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG RYETRIBUSIIZIN GANGGUAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal | :

Dalam Peraturun Daerah ini vang dimaksud dengan ; )

& Daerah adalah Kota Magelang ;
b. Pemenntah .....

i

.. &
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~ Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kota Magclang -
. Walikota adalah Walikota Magelang ;

- Pgabat Yang ditunjuk adalah Pcjabat yang ditunjuk olch Walikota Magclang
dan dibent wewenang untuk menyelesaikan masalah Retribusi Daerah :

Retnbust Daerah, vang selunjutnya disebut retribusi. adualah pungulan daerah
scbagal pembavaran atas jasa atau pembernian  1zin tertentu vang khusus
disediakan dan atau dibenikan oleh  Pemerintah Daerah untuk Kepentingan
orang pribadi atau badan :

. Retnbust  Penzinan  Tertentu  adalah  Retribusi  atas kcgiatan tcrtentu
Pemerintah  Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pnibadi atau
badan hukum, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. penggunaan sumber daya

alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

. Wayib  Retribusi adalah orang pribadi atau  badan vang menurut peraturan
perundang - undangan retribus diwajibkan untuk  melakukan pembavaran
retribust. termasuk pemungut atau pcmotong retribusi tertentu ¢

Masa Retribusi adalah svatu jangka waktu tertentu vang merupakan batas
waktu bagi wajib retnibusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan  tertentu
dan Pemenntah Daerah vang bersangkutan -

Surat Kctctapan Retnbusi Dacrah vang dapat disingkat SKRD adalah surat
keputusan vang menentukan besarnva jumlah retribusi vang terutang

Surat Pembentahuan Retnibusi Dacrah vang dapat disingkat SPI'RD) adalah
surat yang digunakan oleh Wapb Retribusi untuk  melaporkan perhitungan
dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi

Surat Tagihan Retribusi Daerah vang dapat disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda :

- Surat Setoran Retribusi Daerah vang dapat disingkat SSRD adalah surat vang
digunukun  oleh  Wapb  Retnbust  untuk  melukukan pembavaran  aluau
penyetoran retnibust yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembavaran
lain vang ditetapkan oleh Walikota

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bavar vang selanjutnva disingkat
SKRDLB adalah Surat Keputusan vang menentukan  jumlah kelebihan
Pembavaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebilh  besar danpada
retribusi vang terutang atau tidak seharusnva terutang :

. Surat Kctetapan Retribust Dacrah Kurang Bavar Tambahan vang sclanjutnya
disingkat SKRDKBT adalah Sumt Keputusan yang menentukan tambahan atau
Jjumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan :

p. Pcrhitungan .....

.. —_— s
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q. Perhitungan Rctaibusi Da_-::mh adalah pernincian besarmva retribus vang harus
dibavar oleh Wapub - Retribusi  baik  pokok retribusi, bunga. kekurangan

pembavaran  retnbusi,  kelebthan Pembavaran Retribusi maupun  sanks;
administrast |

¢ Pembavaran Retnbusi Daerah adalah besamva kewajiban vang harus dipenuhi

olch wajib reiribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Dacrah atau ke
tempat lain vang ditunjuk dengan hatas waokiu vang telah ditentukan -

q. Utang Retnbusi Dacran adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi

vang fercantum pada STRI2.SKRDKB atau SKRDKBT vang belum daluwarsa
dan retribust lmnnya yang masih terutang

r. [zin Gangguan adalah pemberian izin kepada orang pribadi  atau badan
hukum  dilokas) tertentu vane dapat  menimbulkan hahava kerngian dan

gangguan , idak termasuk tempat usaha vang dilokasinya telah ditunjuk olch
Pemenntah Pusat atau Pemerintah Daerah.

BAB 11
MAKSUD DAN TTIJUAN
Pasal 2

(1) Memberikan dasar hukum bag; pelaksanaan 1zin gangguan dan pungutan
Retribusi [zin Gangguan agar scsua dengan ketentuan yvang berlaku ;

(2) Membenkan dasar hukum untuk izin gangguan agar 1khim usaha berjalan
dengan baik. tertib dan aman. membenkan kenvamanan berusaha serta
mencegah persaingan tidak sehat -

(3) Memberkan dasar hukum untuk pungutan retnbusi izin 2angguan agar
menjadi salah satu suimber Pendapatan Ash Dacrah Sendin (PADS) -

(4) Memberikan dasar hukum bag pengawasan iin gangguan serta  retribusi

Zin gangguan agar pclaksanaannya dapat benalan dengan lancar dan
terkendali.

BAB 1l
PERIZINAN

Bagian Pertama
Wewenang Pembernian [zin

Pasal 3

(1) Untuk mendinkan, mempunyval dan memperiuas tempat usaha harus
mendapat izin dart Walikota ; |

(2) Dalam mcmbenkan 1zin, Walikota menclapkan persyaratan-persyaratan |

3) Iz (rangguan tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin Walikota.
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Bagian Kedua
Persyaratan Permohonan [zin

asal 4

Untuk mendapat 1zin, pthak Pemohon schagaimana di maksud Pasal 3 Peraturan

Dacran i1, mengajukan  permohonan  tertulis kepada Wailkota dengan
dilampin :

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon vang masih berlaku -

a.
h. Foto copy Akta Pendinan untuk vang berbentuk Badan Hukum -

¢. Foto copy Surat tanah/sertifikat tanah atau surat keterangan <tatus tanah dari
kelurahan -

d. Hukh" pemtlikan/pelimpahan/persetujuan  penggunaan tempat nsaha vang sah
dan diketahui Camat :

¢. Telah mempunvar Nomor Pokok Wapth Pajak Daerah (NPWPD) :

t.

Gambar denah dan situasi letak pernsalwan . tempat usaba :
2. Relerangan lentang alat-alat / mesin vang dipaka -

Foto copy Surat Kewarganegaraan Republik Indonesia atau ganti nama
bagi Warga Negara Republik Indonesia Keturunan Asing

I. Surat pernyataan tidak keberatan dari Pemilik
terdekat ;

TanalyBangunan Tetangga

). I'oto copy izin bangunan atau bukti bangunan lama atau bukti permohonan ijin
bangunan berupa tanda pembavaran vang sah.

Pasal 5 |

Tata cara penyelesaian permohonan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Walikota.

; ; {
Baglan Ketiga |
Janpka Wuktu Berlakunya [zin

Pasal 6

(1) Lzin berlaku selama usaha vang bersangkutan masih beroperasi  dan untuk !'
kepentimgun pembinaan, pengendalian dan pengawasan, scbap 5 (lima) tahun *
sekali pemegang 1zin wanb mendaftarkan ulang ;

(2) Pendaftaran ulang sebagarmuna dunaksud pada gvat (1) Pasal 1m diajukan
selambat-lambainya 3 (tiga) bulan sebelum berukhirnya masa berlakunya 121n.

Bagian keempat ..... |

— |
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Bagian Kceempat
Penolakan dan Pencabutan Izin

Pasal 7

(1) Walikota dapat menolak Permohonan Izin -

(2) L)n]nm jangka waktu 3 (uga) bulan setelah diterimanya surat permohonan
izin belum ada jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan -

(4) Dalam hal penolakan 1zin Walikota harus memberikan alasan penolakan.

Pasal 8

(1) Izin dinvatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila -

a. hdak memenuli persyaratan vang telah ditentukan dalam Peraturan
Daerah 1m -

b. Mempcroleh 1zin secara tidak sah -
¢. Perusuhaan dinyatakan jatuh pailit
d. Atas permohonan dari pemegang izin :
d. Tidak membayvar retribusi.
(2) Tempat Usaha dapat ditutup apabila -
a. Izin telah dicabut :

b. Tempat Usaha tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan izin yang
ditctapkan :

¢. Karena adanya perkembangan / perubahan RUTRK / RDTRK :
d. Usahanya mcnimbulkan pencemaran yvang melebihi ambang batas ;
¢. Menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat disekitarnva.
(3) Tata cara pencabulan izin dun penulupan Tempal Usaha diatur oleh Walikola.

Bagian Keenam

Kewajiban dan Larangan

Pasal 9

(1) Setiap pemegang 1an mempunyul kewajiban .

a. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, kesehatan umum dan
kemduhan dilingkungan lempal usaha |

b. Menyecdiakan alat pemadam kebakaran dan obat-obatan (PPPK)
€. Memasang papan nama 1zin tempat usaha ;

d. Mentaat: ... ..
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d. Mcntaati scmua kctentuan yang berlaku dan pctunjuk/instruksi dan pcjabat
yang berwenang |

¢. Memenuht perjanpan kena, kesclamaltan kerja  dan  jaminan sosial Dag)
karvawan sesum dengan peraturan vang berlaku,

(2) Selain ktwfijfhan ﬁ:::fulguirnallu_ lersebul pada avat (1) Pasal i sehiap
pemegang 1zin wapb menyediakan  tempatimembuang mengolah  kembali
limbah perusahaan schingga ndak memimbulkan pencemaran lingkungan.

(3) Setiap pemegang 1zin dilarang :

a. Memperluas tempat usaha dan menambah  mesin-mesin  tanpa seryin

Wahkola ;
. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan izin vang diberikan
Menjulenkan  usaha yang dapat menimbulkan  pencemaran  lingkungan
4lau gangguan.
BAB [V
NAMA. SUBYEK DAN OBRYEK RETRIBUSI
Pasal 10

(1) Dengan Nama Retnbusi lzin Gangguan , dipungut Retnibusi bagi setiap
orang atau badan hukum vang mendapatkan pelavanan 1zin ganeeuan ;

(2) Subyek Retrtbust adalah orang pnibadi atau budan hukum yang memperoleh
1Zin gangguan |

(3) Obvek Retnbust adalah Keguatan pembenan 1zn gungguan  kepada orang
pribadi atau badan hukum .

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

(1) Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Retnbusi Penzinan Tertentu .
(2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota Magelang.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
[ZIN GANGGUAN

Pusal 12

Ti“l&kﬂl penggunasn 1Zin gangguan didasarkan atas indek golongan jenis usaha.

BARB VTI ...

S ——.
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BAB VII

PRINSIP YANG DIANUT DAT.AM PENETAPAN
BESARNYA TARIF RETRIBUS]I

Pasal 13

Prinsip yang dianut dalam penctapan tanif retribusi izin gangguan didasarkan
pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biava penvelenggaraan
pemberian 1zin gangguan. ' -

BADB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Bt:samy:_l retnbusi izin gangguan adalah hasil perkalian tarif retribusi
dengan indek golongan jemis usaha, lokasi, penggunaan mesin (PK), luas
tempat usaha . tenaga kerja | banyaknya armada, banvaknya ungeas ;

(2) Tanl retnbusi ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- ( ima belas ribu ruprah ) ¢

(3) Indek golongan sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal i1 tercantum

pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan
Daerah inn.

Pasal 15

(1) Untuk Permohonan daftar ulang dikenakan retribusi sebesar 75 % ( tujuh
puluh lima per seratus ) dan besamya retnbust yang harus dibavar :

(2) Keterlambatan permobonan daftar ulang untuk setiap 6 (enam) bulan
kelerlambalan dikenakan denda sebesar 10 % (sepulub per  seratus) dan
besamva retnbusi yvang harus dibavar.

BAB IX

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 106

(I) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan
oleh Walikota -

(2) Retribusi terutang terjadi pada saat diberikannya izin gangguan.

Pasal 17 .....
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Pasal 17

(1) Setmp wapb retnbusi wapb mengisi SPTRID |
(2) SPIRD scbagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini harus diisi dengan

jelas, benar dan lengkup serta duandatangan

oleh  wapb retnbusi atau
kuasanva :

(3) Bentuk, 151 dan tata cara pengisian serta pengembalian SPI'RD ditetapkan
oleh Walikota.

BAR X

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUISI

Pasal I8

(1) DPenetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD -

(2) Dalam hal SPTRD udak dipenuhi oleh Wajib  Retribusi

_ scbagaimana
mestinya, maka diterbitkan SKRD karena jabatan .

(3) Bentuk, 1si SKRD sebagaimana dimaksud pada avat (2) Pasal ini ditetapkan
olch Walikota.

Pasal 19
Apabila berdasarkan hasil pemenksaan ditemukan data baru dan atau data vang
semula belum terungkap sehingga menvebabkan penambahan jumiah retribusi
yang terutang. maka dikeluarkan SKRI tambaban.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20

(1) Pembayamn Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain vang
ditunjuk sesuair waktu vang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD
Jabatan dan SKRD Tambahan

(2) Dalam hal pembayaman dilakukan ditempat lain vang ditunjuk, maka hasil |

penerimaan Retribust sehagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 1

Peraturan Daernh 1n1 disetor ke Kas Daerah selambatlambatnya 1 x 24 jam :

(3) Apabila pembavaran Retnbusi dilakukan setelah lewat waktu vang ditentukan

schagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal nmi, maka dikcnakan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dengan
mencrbitkan STRD .

) ¥
Scanned by TapScanner




10

Pasal 21

(1) Pembayaran Retnbusi harus dilak uk an secara tunai / lunas -

(2) Walikota atau Pejabat vang m?uniuk dapat mengizinkan  kepada wajib
Retnbust untuk mengangsur Retnbust terutang dalam Jungka waktu tertentu
dengan alasan yang dapat dipertanggungjawablan -

(3) 'l':atu cara pembavaran retribusi sebagaimans dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
ditetapkan oleh Walil-ota - |

(4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk  dapat mengizinkan wapb retribusi
unluk menunda pembayaran Retribus sampar balas waktu vane ditentukan
dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 22
(1) Sgtiap pcrpbayaran retribust baik mclaint Kas Dacrah maupun di tcmpat
lain yang ditunjuk harus diberikan tanda bukti pembayaran :
(2) Sctiap pecmbavaran dicatat dalam buiu penerimaan
(3) Bentuk, 1s1. kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi
ditctapkan oleh Walikota.
BAR XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

(1) Pengeluaran surat tegura peringatan sural lain yang  sejems sebagai awal
indakan pelaksunaan penagihan Retnbust dikeluarkan segera sciclah 7 (tujuh)
han scjak jawh tempo pembayaran |

(2) Dalum jangka wak Lu 7 (tuyuh) hun selelah  langeal sural leguran penngalan)
surat lain vang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retnbusinya yang
terutang .

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal i1 dikcluarkan oleh
Pejabat vang ditunjuk.

Pasal 24

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retnbust

sebagaimana dimaksud Pasal 16 avat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh
Walikoty.

BAB XIII ... ..
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BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

(I) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retnbusi

(2) Tata cara pembenan pengurangan. keringanan dan pembebasan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal i ditetapkan oleh Waklkota.

BAD XIV

TATA CARA PEMBETULAN PEMBATAILAN.
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ANDMINISTRASI

Pasal 26

(1) Wajib Rectnbusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD  dan
STRD vang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung
dan atau kckclirian dalam pencrapan Peratuiran Pcrundangundangan
Retribusi Daerah :

(2) Wajib Retnbusi  dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
pcnghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan  kenaikan  Retribusi
vang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib
Rctribusi atau bukan karcna kesalahannva :

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengumngan atau pembatalan
Ketetapan Retnibus: vang tidak benar ;

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi admimistras
schagaimana dimaksud pada avat (2) Pasal im1 dan pembatalan schagaimana

dimaksud pada avat (3) Pasal ini disampaikan secara tertulis oleh wapb

Retribusi kepada Walikota atau Pcjabat vang ditunjuk paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal ditenma SKRD dan STRD dengan memberikan

alasan yang jelas dan mevakinkan untuk mendukung permohonannva :

(5) Keputusan  atas  permohonan schagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal
in1 dikeluarkan oleh Walikota ﬂmu.chubat vang ditunjuk paling lama 3 (tiga)
bulan scjak surat pcrmohonan ditcrima |

(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5)
Pasal ini Walikota atau P’gjabat  vang  ditunjuk  ndak membenkan
Kcputusan, maka pcrmohonan pcmbciulan,  pcngurangan kc?ctapaﬂ.
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap
dikabulkan.
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(1) Wayb Retribusi dapat mengajukan keberatan hanva kepada  Walllizala atay
Pejabat yang dicunjuk atas SKRD atau dokuman lain vang digerzacakan -

(2) Permchonan keberatan scoagsimara dimaksug pada avat (|) Pasal ini harus
disampaikan secara tertuly prling faine 2 (dua) balan sejak tenseal SKRD
diterbitkan dencan alasan vane telas, kecwah apabila waiib Retribusi dapat

menunjukkan bahwa jangka wakiu itu tidak dapat dipenui karenz keadaan
drluar kekuasaminy g ;

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (|) Pasal 1mi tidak

menunds  Kewejiban membavar Rewbusi dan  pelaksanaan penagihan
Kembus ;

(4) W:ﬂ.li!-:ﬂ[:l atau Pejabal vang ditunjuk dalam tangka waktu 6 (enam) bulan
sejak taneeal surmt keberatan diterimes harus memben  Kkeputsan atas
keberatan yang diajuia

(3) Apabila jangla wakn: scbagaimana dimaksud pada avat (4) Pasal ini telah
lewal dan Walikota tidak mcniberi suaiu Keputusan, penmohonan keberatan
duanggap dirabulian |

BAIY XVI
PENGEMB/ALIAN KELEBIHAN KETRIBUSI |
Posal 2R !

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran
Retribusi kepada Walikata

(6) Walikota atau Ferabat vang ditunjuk dalam jangkn wakm paling lama 6
(¢nam) bulan scjak diterimanya  permohonan  penvcinbalian Kclchthan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayet (1) Pasal a1 harus
membenkan keputusan ;

(3) Apabiia jangka waklu scbagaimana dimaksud pada avat (2) Pasal mi tclah
dilampaui  dan Waliketa  tdal:  meniberil-an keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran retnbusi diangzap  dikabulkan  dan SKRDLKE
harus diterbitkan daiam janegka waktu paling lama 1 ¢ saiu) bulan -

i B R ee— Co

(4) Apabila waph retnbusi mempunvar utane retnibusi lainnva.  kelehihan
Pembavaran  rctribusi schagaimana dimaksud pada  avat (1) Pasal ini
lﬂntg*:un'_.: diperhitungkan untuk meciunast terlebih  dahulu utang retribusi
terschut -

(5) Pengembalum

| — J]
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(5) Pengembalian pembayaran retnbusi schbagaimana dimakmd‘uynt (1) Pasal ini
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannvya
SKRDIL.B ;

(6) Apabila pengembalian Kelebihan pembayaran retnibusi dilakukan setelah

lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikora memberikan imbalan bunga

schesar 2% (dva per scratus) scbulan atas keterlambatan pcmbavaran

kelebihan pembavyaran retnbus:

BAB XVII

KEDALUWARSA
Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan retnibust, kedaluwarsa setelah melampaun
jJangka  waktu 3 (uga) tahun  scjak  saat tcrutangnya retribusi,  kecuals
apabila wajib reiribusi melakukan tindak mdana dibidang retrnibusi ;

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal

im lerfangguh upabila
a. Diterbitkan surat teguran, atau

b. Ada pengakusn ulang dan wujib retnbust batk  langsung maupun Gdak
langsung.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

(I) Wajib  Retnibusi  vang tidak melaksanakan kewajibannya schingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau denda paling banvak 4 (empat)kal; jumlah relnbusi vang lerulang ; |

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah ﬂ
pelanggaran.
BAB XI1X
PENYIDIKAN i
Pasal 31 i
i
(1) Pejabat Pegawai  Negeri Sipil tertentu  dilingkungan Pemerintah Daerah
diben wewenang khusus sebagai penvidik  untuk  melakukan penvidikan

Undak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana -

(2) Wewenang .....
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(2) Wewcenang Penyidik schagiimana dimaksud pada avat (1) adalah -

a. menerima.  mencan., mengumnpulkan dan menelit;

keterangan  aiay

laporan - berkenaeu dengan  tindah niduna hidung reinbus T
Kelerungan wiau laporan tersebut menjads tengkap dan jelas -
D, menci,  mencan den inen ipattan Keterungan mengendar  orang

pnbadi atau badan hukum entang Kebenaran perbuatan vang diakukan
sehubunzan dengan undal: pidana Ji bidang retnibus; -
Meminta keterangan dan bahon buli dars orang pribadi atau badan
hukum sehubungzun dengan tiadalk pidana di bidang retribusi -
d. Memenihsy buku-bud u.

.

calalan-caiatan duan dokumen-dok umen

lain
berkenann dengan tindak pidana di brdang retnbus; -
¢. Melakukan pengyeicdabiun unob mendapatkan balan bukl pembukuan,
pencaiaan  dan dokumen-dokumen

ien lain, serta melakukan  penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut -

L Meminlz  baniuan lenaga ubly dalum rangka

peluksunaun tugas
penyvidikan tindak pidana Ji |

.y
'.u..il;E |‘-..-,1Il’[ih1" .

(=

Menyuruh berheny melarung sescorung  meninzgalkan rusngan  alau
[Cmpal puda saui pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas

cranz Jdan atau dodyigerp sebaguimana dunebsud pada huruf e -

- Memouct seseotang vang borhant, dengan tindak midana reuibusi -

L Memanggil orang untuk Jider

zar Keterangannya  dan diperiksa sebagpay
lersangha atau saksi:

). Menghentikan penyidikan -

. Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penvidikan tindak
prdana  di bidane retribusi menurt hukum

vaile  dapal dipertanggung
Jawabkan.
(3) Penvidik scbagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini

memberitahukan
dimulamya  penvidikan dan meayvamoaiken  Dasil

peavidikunnva kepada [
penuntut umum, sesuar dengan ketentvan vane diatur dalam Uadang- |

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuem Acara Midans

e ——

undang

BAID XX

KETENTUAN PERAL IHAN ‘
Pasal 32

12in Tempat Usaha vang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daeral vang

berlal, scbelum berlakunva Peraturan Daerah ini tetap diberlal

ukan sampal {
dengan habis masa berlakunya zin yang diberikan.

BADB XXI ... {

_— :
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BAB XXI
KETENTUAN PENUTIUIP
Pasal 33

rlal-nal  vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini

sepanjang mengenai
tcknis pelaksanaannva diatur

lebih lanjut dengan Keputusan Waiikota.
Pasal 34

Dengan berlakunva Peraturan Daerah int. maka Peraturan Daerah

. i Kotamadya
Vacrah Tingkat |I Magelang Nomor 0 fahun 1993 lentang lzin {empat Usaha
dinvatakan vdak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dinadangkan.

Agar supava setiap orang daoat mengetahuimva. memerintah!

an pengzuidangan
Peraturan  Daerah  ini dengen  penempatannya  dalam | embaran Daerah Kota
Magelung,

Ditetapkan i Muagelang
pada langyeal 11 Marel 2000

WALIKOTA MAGELANG: *

H. FAHRIYANTQ

A :
| Mdangkan i Vagelang
Cady tingeal 11 ANlaret 2000

S L : .
1.!%{!.1,\1{1&111! RAIT KOTA MAGELANG

l § : T &
| *IH.\H‘\'\ DAERANIN ROTA MAGELANG

\:.‘I“ N2 INC INIOKR o
FEHE H NO. 2

ad
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 5 TAHUN 2000
TENTANG

RETRIBUSI 1ZIN GANGGUAN

. PENJELASAN UMT/M

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Dacrah, hahwa penyelenggaraan Pemcerintahan  Dacrah Ichihk
mengutamakan  pelaksanaan  azas Desentrulisast,  unmils 110 perlu
menyelenggarakan Otonomi aerah dengan membenkan kewenanean yang
luas. nyata dan bertanggung jawao kepada daemh secara proporsional vang
diwujudkan dengan pengaturan pcmbagian dan pemantaatan  sumber daya
nasional, scrta perimbangan Kcuangan pusat dan dacrah.

Pajak dan Rectribusi mcrupakan sumber pendapatan dacrah, agar
daerah dspat melaksanakan oionominya vaitu mampu mengatur dan
mengurus rumah tangganva sendin.  Sumber pendapatan daerah tersebut
diharapkan mcnjadi sumber pembiavaan pcnyclenggaraan pemierintahan dan
pcmbangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan Kesejahteraan

masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daersh dan Retribusi Daerah telah ditetapkan pedoman

kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak
dan retribusi Daerah

Sehubungan dengan dasar terscbul, maka peilu mengatur  tentang
Pungutan Retnbusi lzin Gangguan Jdi Kota Magelang yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah

IL PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Paxa) | : Pasal 1m  memual pengertian  islilah yang [
dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Dengun  adanya  pengerbian istluh ierscbal

dimaksudkan untuk mencegah timbulava <alah
tatsir dan salah pengertian  dalam memahami
dan melaksunakan pasal-pasal vang  bersangkulan
schingga  baik warga masyarakal maupun
aparatur  dalam menjalankan  hak dan
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kewajiban  dapat  berjalan dengan  lancar dan

dapat dicapai tertib administrasi  pemungutan
Retribusi Naerah.

Pasal 2s/d 4 . Cukup jelas.

Pasal S ~ Apabila  svarat-svarat permohonan izin  telah
dipcnuhi maka dalam mcopcliti dan memeriksa di
lapangan  dibentuk  svatv Tim  Izin - Gangguan
dengan Surat Keputusan Walikota.

Pasal 6 s/d 7 . Cukup jelas.

Pasal 8 ayat(2) hurute : Dampak negatif yang dimaksud adalah merugikan
masvarakai  sccara  ckonomi, sosial,  budava,
pendidikan maupun moral.

Pasal © s/d 31 . Cukup jelas.

Pasal 32 . lzin tempat usaha vang dikeluarkan berdasarkan
Peraturan Daeral Nomor 6 ‘lahun 1993 tentang
lein Tempal Ussha masih telap berluku sampai
habis masa berlakunya 1zin tersebut.

Pasal 33 s/d 35 - Cukup jelas.

- Ty ——-— -
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